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BUPATI PADANG PARIAMAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN 
NOMOR 41 TAHUN 2019 

 
TENTANG  

  
  

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  BUPATI  

NOMOR 42 TAHUN  2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PADANG PARIAMAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan 
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. 

  b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan 
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan  pergeseran dan 

penyesuaian rekening belanja pada beberapa 
Organisasi Perangkat Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 
Anggaran 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25); 

    
 

2. Undang-Undang…. 
 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai         

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3898); 

  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang  

Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4187); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 

II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3164); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6057); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241 Tahun 2014 

tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 

    

    

12. Peraturan… 



 3 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 
2017 tentang Orientasi dan Pemdalaman Tugas 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ 

Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan 
Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan rakyat 

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/ Kota.         

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun         
Anggaran 2019; 
 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 
Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok – pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman 
Tahun Anggaran 2019; 

  16. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019; 
 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2018 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
TAHUN ANGGARAN 2019. 

   
 Pasal I 
   

 Beberapa ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan 
Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 (Berita 

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 42) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Bupati nomor 42 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 Nomor 33) 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.    

  

  
 

 

 

 
Pendapatan… 
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 1. Pendapatan    

  a. Pendapatan Asli Daerah   Rp.                         112.906.448.549,00  

  b. Dana Perimbangan           Rp. 1.174.021.924.000,00  

  c. Lain-lain Pendapatan 
    Yang Sah 

 
Rp.                                     

 
245.980.808.812,00 

 

  Jumlah Pendapatan             Rp. 1.532.909.181.361,00  

 2. Belanja    

  a. Belanja Tidak Langsung   Rp. 833.926.937.880,88  

  b. Belanja Langsung            Rp. 711.482.243.480,12  

      Bertambah                          Rp. 15.361.814.645,00  

      Jumlah Belanja Langsung      

      Bertambah Menjadi              Rp. 726.844.058.125,12  

  Jumlah Belanja Rp. 1.560.770.996.006,00  

 3. Pembiayaan Netto    

  a. Penerimaan                                     Rp. 30.000.000.000,00  

  b. Pengeluaran                     Rp. 17.500.000.000,00  

  Pembiayaan Netto                Rp. 2.500.000.000,00  

      

  Sisa Lebih Pembiayaan 

(SILPA) tahun berkenaan 

 

Rp. 
 

( 15.361.814.645,00 ) 

 

   

 Pasal II 

      

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman. 

 

   

  Ditetapkan di Parit Malintang 
pada tanggal 8 Agustus 2019  

      BUPATI PADANG PARIAMAN, 
 

 
                          dto 
 

 
ALI MUKHNI 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 41 

 

Diundangkan  di Parit Malintang 

pada tanggal 8  Agustus  2019 
 

        SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PADANG PARIAMAN, 

 
                       dto 

 
 

                JONPRIADI 


